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Untuk mencapai visi 
mewujudkan cita-
cita pembangunan 

nasional berbasis kewilayahan, 
Pusat Pemetaan Tata Ruang 
dan Atlas (PPTRA) menetapkan 
sasaran strategis yang 
relevan dengan kebutuhan 
penyelenggaraan IG tata 
ruang/atlas dan pemetaan 
sosial/dinamika sumberdaya 

yang sesuai dengan agenda 	 Prioritas Nasional (PN). Terkait dengan 
pemetaan sosial, dari sepuluh agenda PN yang akan dicapai sampai 
2019, terdapat setidaknya tiga PN yang terkait yaitu pendidikan, 
kesehatan, dan penanggulangan kemiskinan. 

PPTRA memandang strategis pengembangan pemetaan sosial 
melalui pemanfaatan sebesar-besarnya informasi geospasial untuk 
bidang pendidikan, kesehatan dan penanggulangan kemiskinan. 
Selama ini program dan kegiatan di BIG lebih menitikberatkan kepada 
penyelenggaraan pemenuhan IG Nasional secara teknis/fisik, masih 
minim yang berkaitan dengan pemanfaatan IG untuk bidang sosial. 
Oleh karena itu, tidak berlebihan jika saat ini penyusunan pemetaan 
sosial lebih ditingkatkan perannya guna melayani masyarakat luas. 
Terkait bidang pendidikan perlu ditingkatkan pemahaman spasial 
sejak usia prasekolah hingga dewasa melalui penyusunan atlas untuk 
anak-anak prasekolah, SD, SLTP, dan SLTA. Bagi penyandang disabilitas 

netra, PPTRA membuat Peta Taktual berbagai tema yang disampaikan 
langsung ke institusi Sekolah Luar Biasa. Untuk bidang kesehatan, 
perlu mengoptimalkan data geospasial mendukung pemetaan sebaran 
penyakit, sebaran fasilitas/infrastruktur kesehatan, sebaran tanaman 
obat, serta integrasinya dengan data lingkungan sehingga masyarakat 
mendapat informasi yang cukup tentang kesehatan secara spasial/
keruangan. 	

Terkait dengan penanggulangan kemiskinan, perlu penyusunan 
peta-peta tematik dasar yang dapat dimanfaatkan bagi pengguna 
untuk melakukan analisis lebih lanjut terkait kemiskinan. Upaya 
yang dilakukan adalah memanfaatkan semaksimal mungkin data 
statistik instansi terkait dan mengintegrasikannya dengan IGT yang 
ada sehingga diperoleh informasi komprehensif untuk mendukung 
penanggulangan kemiskinan. Selain konten dan tampilan atlas, yang 
tidak kalah penting harus dikembangkan kedepan adalah penggunaan 
teknologi informasi berbasis 
web atau pemanfaatan aplikasi 
menggunakan smartphone. 
Hal ini akan meningkatkan nilai 
kemanfaatan sebuah informasi 
yang ingin disampaikan ke 
masyarakat  secara mudah dan 
cepat. [Niendyawati, 2017]

PROGRES ASISTENSI & REKOMENDASI 
PETA TATA RUANG

ISU  STRATEGIS & 
INFO KEBIJAKAN

CATATAN BERANDA

Pada tanggal 2 Mei 2017, satu daerah kembali mendapatkan 
rekomendasi perpetaan, yaitu Kabupaten Intan Jaya BWP 
Sugapa. Kabupaten Intan Jaya memulai proses asistensi 

pada tanggal 27 Juli 2016 dan dalam kurun waktu sembilan bulan 
tim teknis pendamping dari PPTRA-BIG menyatakan bahwa 
peta RDTR BWP Sugapa dapat diajukan pada sidang pleno.

Sidang pleno dipimpin oleh Kepala Pusat Pemetaan Tata 
Ruang dan Atlas dan didampingi oleh Kepala Bidang Pemetaan 
Tata Ruang serta tim teknis pendamping. Pihak Kabupaten Intan 
Jaya diwakili oleh Kepala dan Sekretaris Bappeda Kabupaten Intan 
Jaya serta perwakilan dari Provinsi Papua. Dalam sambutannya 
Kepala Bappeda Kabupaten Intan Jaya mengatakan bahwa 
penyusunan peta RDTR Sugapa sedikit unik. Hal ini dikarenakan 
sebagian besar wilayah yang ada di Sugapa berstatus tanah adat 
dan juga kebiasaan penduduk berpindah-pindah rumah tinggal 
sehingga dalam penyusunan petanya masyarakat sangat dilibatkan. 

Pada saat sidang pleno, Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang 
dan Atlas melakukan uji sikronisasi terhadap pola ruang dan 
penggunaan lahan eksisting yang kemudian dinyatakan bahwa peta 

tersebut sudah sesuai. Berdasarkan hasil rapat pleno tersebut, peta 
RDTR BWP Sugapa Kabupaten Intan Jaya secara teknis perpetaan 
dinyatakan lengkap dan direkomendasikan pada Pemerintah Daerah 
Provinsi Papua untuk proses persetujuan substansi Ranperda.
[Amanah Anggun Prabandari, 2017]

PETA RDTR KABUPATEN INTAN JAYA BPW SUGAPA PEROLEH REKOMENDASI BIG

Sidang Pleno Wilayah Perkotaan Sampang Kab 
Sampang dan RTR KSP Provinsi Sulawesi Selatan 

Penyerahan Hasil Sidang Pleno Wilayah 
Kabupaten Intan Jaya BWP Sugapa

FOKUS ANGGARAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Presiden Jokowi Memberikan 
kritikan kepada jajaran 
pemerintah pusat dan daerah 

perihal perencanaan anggaran yang kurang 
fokus dan tidak memiliki program prioritas 
yang jelas. Presiden juga menilai program 
prioritas tidak perlu terlalu banyak, 
antara 3-5 sudah cukup. Kritikan tersebut 
disampaikan saat membuka Musrenbangnas 
2017 di Jakarta, rabu (26/4) yang dihadiri 
sejumlah menteri kabinet, gubernur, 
bupati, dan walikota seluruh Indonesia. 
Kritikan presiden terasa tepat di saat hampir 
semua K/L dan pemda menyusun program 
dan membahas pagu indikatif 2018.

Menanggapi himbauan presiden 
dan arahan pada rapat pimpinan BIG, 
Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas 
(PTRA) memang sedang memilah-milah 
lagi program prioritas yang harus tetap 

berjalan dan masih bisa ditunda. Dari 
seluruh program yang ada di tahun 2017, 
PTRA mempunyai tiga program Prioritas 
Nasional (PN) yaitu pemetaan RDTR 
wilayah perbatasan, Intergrasi RTRW 
dan RZWP2K, dan penyusunan pedoman 
pemetaan desa. Selain  PN tersebut PTRA 
masih PTRA masih mempunyai Prioritas 
Bidang (PB) yaitu mendukung percepatan 
tata ruang melalui pemberian asistensi 
peta tata ruang, pemetaan taktual tema 
sebaran industri, serta intergrasi neraca 
sumberdaya alam. Prioritas bidang berfokus 
pada penguatan infrastruktur pendukung 
percepatan pemetaan dan pemetaan sosial. 
Tidak kalah penting adalah dukungan atas 
Perpres 6/2016 tentang Kebijakan Satu 
Peta (KSP) terkait penyediaan informasi 
yang berkualitas atas data tata ruang.

Memasuki bulan Mei progres 
penyerapan PTRA sekitar 5,7% lebih besar  

dari bulan sebelumnya yang hanya 3,6% 
atau ada kenaikan sekitar 2,1%. Hal ini 
dikarenakan adanya penarikan uang muka 
dari beberapa penyedia jasa. Nilai 5,7% 
ini sebenernya masih jauh lebih kecil dari 
rencana yang dibuat sekitar 10,5%, karena 
mundurnya penanda tanganan kontrak 
dari beberapa pekerjaan. Memasuki bulan 
Ramadhan 2017 yang auranya sudah terasa, 
kami berharap penyelesaian pekerjaan 
akan semakin mudah dan efisien. Berbagai 
kesulitan pekerjaan adalah hal yang pasti. 
Namun demikian, kami akan tetap berusaha 
menyelesaikan apa yang sudah kami susun 
dan rencanakan sebelumnya. Selamat 
membaca aktivitas di PTRA. [MD, 2017]
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PPTRA terus 
meningkatkan 
k e g i a t a n 

pembinaan IGT bagi 
penyandang disabilitas 
netra yang diwujudkan 
dengan menghibahkan 
sebuah printer braile 
berspesifikasi khusus 
kepada Lembaga 
Dria Manunggal. 
P e l a k s a n a a n 

pemberian hibah tersebut dilaksanakan di kantor Lembaga Dria 
Manunggal Yogyakarta pada tanggal 27 April 2017. Dalam pemberian 
hibah ini, PPTRA diwakili oleh Kepala Bidang Atlas dan Pemetaan Sosial, 
Dra. Niendyawati, M.Sc. dan diterima oleh Direktur Eksekutif Lembaga 
Dria Manunggal, Drs. Setia Adi Purwanta, M.Pd.

Berbeda dengan printer braile biasa yang hanya mampu mencetak 
pada kertas ukuran A4, printer braile buatan Swedia ini memiliki beberapa 
kelebihan, yaitu kemampuannya dalam mencetak huruf braile pada 
kertas ukuran A3, baik dalam layout halaman portrait maupun landscape. 
Meskipun printer khusus yang selama ini digunakan untuk membuat atlas 
bagi penyandang disabilitas netra (atlas taktual) telah dapat mencetak 
pada kertas ukuran A3, akan tetapi kemampuan cetaknya masih terbatas 
pada layout halaman portrait. Dengan kemampuan cetak yang lebih baik 
ini, diharapkan atlas taktual yang dihasilkan PPTRA bersama Lembaga 
Dria Manunggal dapat menjadi semakin ramah bagi para penyandang 
disabilitas netra karena desain layout halamannya dapat disesuaikan, 
baik pada posisi portrait maupun landscape.

Selain pemberian hibah, PPTRA bersama Lembaga Dria Manunggal 
juga tengah menyusun pedoman teknis untuk proses generalisasi pada 
peta taktual. Pedoman teknis ini disusun agar dapat dimanfaatkan 
para pihak sebagai acuan yang valid untuk membuat peta taktual. Pada 
kesempatan yang sama, PPTRA bersama Lembaga Dria Manunggal juga 
tengah memproduksi peta taktual dengan tema persebaran industri di 
Indonesia. Kegiatan ini merupakan wujud dukungan BIG melalui PPTRA 
dalam memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat di bidang 
informasi geospasial bagi para penyandang disabilitas netra. [Randhi 
Atiqi, 2017]

POTRET KEGIATAN

PEMBINAAN INFORMASI GEOSPASIAL 
TEMATIK DINAMIKA SUMBERDAYA

PPTRA HIBAHKAN PRINTER BRAILE BERSPESIFIKASI 
KHUSUS BAGI PENYANDANG DISABILITAS NETRA

SAMBUT LEBARAN, PPTRA BUAT PETA MUDIK 
BERSAMA ITENAS

Sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan arus mudik 
yang aman dan nyaman, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri 
bekerjasama dengan tim dari Institut Teknologi Nasional 

(ITENAS) Bandung pada tahun ini ini membuat peta mudik berbasis 
aplikasi web bernama PINTAS atau Police Intelligent Traffic Analysis 
System. Selain untuk memandu pemudik dalam memilih jalur 
yang lebih lancar, aplikasi ini juga dapat digunakan oleh Korlantas 
untuk mengawasi dan mengatur lalu lintas dari jarak jauh. 

Berbeda dengan aplikasi navigasi lain, PINTAS menggunakan 
referensi data spasial dari BIG ditambah beberapa informasi 
dari kementerian dan lembaga resmi lainnya telah menerapkan 
kebijakan satu peta. Satu hal lagi yang membedakan dengan aplikasi 
yang telah ada  adalah aplikasi yang dibangun ini merupakan asli 
buatan Indonesia. Dalam kaitannya dengan penyusunan peta 
mudik 2017 ini BIG  berkontribusi dalam pemanfaatan data 
dan informasi yang akan ditampilkan dalam aplikasi tersebut. 

Koordinasi awal dengan BIG dilakukan pada tanggal 3 
Mei 2017 di Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas, dipimpin 
oleh Dra. Niendyawati, M.Sc. selaku Kepala Bidang Atlas dan 
Pemetaan Sosial. Dalam koordinasi ini dibahas mengenai 
kerjasama dan peran keterlibatan BIG dalam membantu 
pembuatan aplikasi dan peta mudik yang akan sangat 
bermanfaat untuk masyarakat luas. [Satrio Jati K.W, 2017]

TEKNIK ANALISIS REGIONAL
UNTUK PERENCANAAN WILAYAH, TATA RUANG DAN LINGKUNGAN

Penulis: Dr. Lutfi Muta’ali, S.Si. MSP.
Penerbit: Badan Penerbit Fakultas  	

Geografi (BPFG) UGM Yogyakarta
Jumlah Hal: xx + 347 Halaman

Tahun Terbit: 2015

TIM KSP SELESAIKAN KOMPILASI IGT PROVINSI JAMBI

POTRET KEGIATAN

PEMBINAAN PENYUSUNAN NSDA DAERAH 
PROVINSI JAWA TIMUR

Informasi geospasial memegang peranan penting dalam 
penyelenggaraan penataan ruang dan pengelolaan lingkungan 
hidup.  Penyelenggaraan penataan ruang dan pengelolaan 

lingkungan hidup memerlukan instrumen spasial dalam 
pelaksanaannya. Salah satu instrumen spasial yang dapat digunakan 
adalah neraca sumberdaya alam yang diatur penyelenggaraannya 
melalui Peraturan Kepala BIG No. 3 Tahun 2013 yang selanjutnya 
dilimpahkan tugas dan fungsinya pada Pusat Pemetaan Tata 
Ruang dan Atlas melalui Bidang Pemetaan Dinamika Sumberdaya.

Atas dasar tersebut,  diselenggarakanlah kegiatan pembinaan 
IGT Dinamika Sumberdaya dengan tema “Neraca Sumberdaya 
Alam untuk Pembangunan yang Berkelanjutan”. Acara yang 
diselenggarakan di Hotel Harper Mangkubumi, 17-22 April 
2017 ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran dan kapasitas 
pemerintah daerah dalam penyusunan neraca sumberdaya alam 
sebagai bagian dari informasi perencanaan dan pengendalian 
lingkungan hidup, penyediaan informasi cadangan-potensi-
pemanfaatan sumberdaya alam, serta sebagai instrumen dalam 
perencanaan maupun evaluasi penyelenggaraan penataan ruang.

Acara yang dibuka oleh Deputi Bidang Informasi Geospasial 
Tematik, Dr. Ir. Nurwadjedi, M.Sc ini diikuti oleh 16 peserta yang 
berasal dari perwakilan 9 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, 
yaitu Kabupaten Magetan, Pacitan, Lumajang, Ngawi, Malang, 
Ponorogo, Probolinggo, Kota Probolinggo dan Kota Batu. Kegiatan 
ini didukung oleh 17 narasumber dari PUSPICS Fakultas Geografi 
Universitas Gadjah Mada yang terlibat dalam memberikan paparan 
terkait dasar-dasar Sistem Informasi Geografis dan Penginderaan 
Jauh, konsep dan teknis penyusunan neraca sumberdaya alam, serta 
aplikasi neraca sumberdaya alam untuk evaluasi rencana tata ruang.

Kegiatan pembinaan ini dirasakan cukup banyak memberikan 
manfat bagi peserta, khususnya dalam hal peningkatan kualitas 
keilmuan di bidang neraca sumber daya alam. Kedepannya, 
apa yang telah dilaksanakan akan ditingkatkan kualitas 
dan kuantitasnya sehingga akan banyak daerah yang dapat 
merasakan manfaat dari kegiatan ini.  [Sri Eka Wati, 2017]

Tahun 2016-2017 merupakan tahun awal daerah melakukan revisi 
RTRW Kabupaten/Kota/Provinsi, termasuk revisi petanya. Dalam hal 
ini, PP 8 tahun 2013 pasal 7 ayat 1 mengatur bahwa dalam Penyusunan 

Peta Rencana Tata Ruang wajib dikonsultasikan kepada BIG. Revisi dapat 
dilakukan pemerintah daerah setelah melalui proses review Perda RTRW.

Setelah melewati beberapa kali proses asistensi, Kabupaten Cirebon 
memperoleh rekomendasi peta revisi RTRW Kabupaten Cirebon 2011-
2031. Pemberian rekomendasi ini disaksikan langsung oleh Kepala Bappeda 
Kab. Cirebon pada hari kamis tanggal 20 April 2017. Proses validasi untuk 
revisi RTRW Kabupaten Cirebon ini sudah sesuai dengan syarat-syarat 
penyusunan/revisi RTRW Kabupaten. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara 
lain terkait sumber data yang menggunakan RBI dan di perbaharui dengan 
citra SPOT, batas wilayah sudah sesuai dengan Kemendagri, serta pedoman 
penyusunan yang sudah mengacu pada Permen PU No. 16 tahun 2009.

Dengan selesainya peta RTRW Kabupaten Cirebon diharapkan dapat 
memacu pemerintah daerah yang bersangkutan untuk mempercepat 
proses penyusunan RDTR-nya. Hal ini selaras dengan amanat Peraturan 
Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 
(PP-PPR) dimana setiap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/
Kota harus menetapkan bagian dari wilayahnya dan menyusun Rencana 
Detail Tata Ruang (RDTR). RDTR tersebut harus sudah ditetapkan paling 
lambat 36 bulan sejak Perda RTRW ditetapkan. [Chintia Dewi, 2017]

PETA RTRW KAB CIREBON PEROLEH 
REKOMENDASI BIG RESENSI BUKU

Perpres no. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan 
Satu Peta (KSP) menyebutkan bahwa Percepatan Pelaksanaan KSP 
dilakukan dalam rangka terpenuhinya satu peta yang mengacu 

kepada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data dan satu 
geoportal guna percepatan pelaksanaan pembangunan nasional. Sebagai 
implementasinya, dilakukan koordinasi terkait percepatan pelaksanaan 
KSP tiap tahunnya. Tahun 2017, koordinasi dilakukan pada masing-masing 
provinsi yang berada di Pulau Sumatera, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara.

Koordinasi dan verifikasi dilakukan pada tanggal 11-12 April 2017 
bertempat di Kantor Bappeda Provinsi Jambi, koordinasi dilakukan 
untuk membahas aspek teknis standarisasi Informasi Geospasial Tematik 
(IGT), kondisi IGT batas Wilayah, IGT RTRW, izin lokasi, izin usaha 
pertambangan, dan jaringan jalan di Provinsi Jambi. Kegiatan lain yang 
dilakukan adalah memverifikasi data yang berada di instansi yang terkait.

Verifikasi data spasial untuk RTRW dilakukan dengan mengecek 
status perda, kelengkapan dokumen (dokumen perda dan peta), data 
shapefile (pola ruang, struktur, dan kawasan), serta basisdatanya (tabel 
atribut). Kasus yang banyak terjadi pada data spasial di daerah adalah 
lampiran peta yang ada di daerah kurang jelas sehingga menyulitkan tim 
dalam melakukan verifikasi dengan data shapefilenya. Kasus lain yang 
merupakan permasalahan dalam pembuatan data spasial dan basisdata 
RTRW juga banyak terjadi, antara lain tumpang-tindih dan Gap antar 
fungsi pemanfaatan, simbol yang ada di peta namun tidak ada dijelaskan di 
legenda (data tidak lengkap), batas wilayah dan garis pantai yang berbeda, 
klasifikasi fungsi yang beragam, dan pemakaian kode atau penamaan atribut 
yang tidak umum sehingga sulit untuk dipahami oleh orang lain. Setelah 
diverfikasi, data tersebut dikumpulkan menjadi satu dalam suatu basis 
data yang tersimpan di tim pelaksana KSP. [I Made Dipta Sudana, 2017]


